
ATURAN WAJIB VAKSIN SISWA SD KOTA PADANG TAK BERDASAR, OMBUDSMAN SUMBAR:
TANPA PERINGATAN DAN SOSIALISAI

Rabu, 09 Februari 2022 - Marisya Fadhila

Ombudsman Perwakila Sumatera Barat (Sumbar) menilai aturan wajib vaksinasi bagi siswa Sekolah Dasar (SD) di Kota
Padang, tak berdasar. Diketahui, siswa SD yang divaksin dilarang untuk mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM).

Asisten Muda Ombudsman Perwakilan Sumbar, Adel Wahidi mengatakan, sanksi bagi masyarakat yang tidak vaksin
hanya dua; penundaan layanan bansos dan saksi administrasi pemerintahan.

"Sedangkan di sekolah ini merupakan layanan jasa publik dan sifatnya adalah layanan dasar. Jadi, kira-kira apa yang
menjadi dasar dan rujukan surat edaran ini," katanya kepada SuaraSumbar.id, Rabu (9/2/2022).

Menurutnya, Dinas Pendidikan dalam mengeluarkan SE tersebut tanpa memberi ruang kepada siswa yang belum vaksin
agar vaksin menjelang mengikuti pembelajaran tatap muka.

"SE itu tampaknya ngebom. Tanpa ada peringatan dan melakukan sosialisasi kepada wali murid agar vaksin sebelum
mengikuti pembakaran tatap muka ini," tuturnya.

Seharusnya, kata Adel, siswa ini diberi waktu yang waktu yang ditentukan. Jika diluar tanggal yang ditentukan juga belum
vaksin, barulah siswa tersebut dilarang masuk.

"Jika SE ini tetap berlaku, dampaknya tentu masyarakat tidak mendapatkan pendidikan. Namun saat ini, sejumlah wali
murid sudah ada yang konsul dengan kita," tuturnya.

Dampak dari pemberlakuan SE tersebut, Ratusan pelajar Sekolah Dasar (SD) di Kota Padang, yang belum divaksin
Covid-19, dipulangkan pihak sekolah
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